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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 angka 1 dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 mengenai Petunjuk Pelaksanaan auction, lelang
merujuk pada proses penjualan barang yang dapat diikuti oleh publik dengan
menawarkan harga secara tertulis dan/atau lisan, yang akan meningkat atau
menurun hingga mencapai harga tertinggi, setelah adanya pengumuman lelang
terlebih dahulu.! Berdasarkan definisi auction tersebut, dapat disimpulkan bahwa

terdapat beberapa elemen penting yang harus dipenuhi dalam suatu lelang, yaitu: 2

1. Lelang merupakan metode penjualan yang berlangsung pada waktu dan lokasi
yang sudah ditetapkan.

2. Kegiatan ini dilakukan secara terbuka kepada publik dengan tujuan untuk
menarik minat peserta lelang dari kalangan luas.

3. Pelaksanaan lelang menggunakan sistem penawaran harga yang bersifat
khusus, baik secara lisan maupun tertulis, yang bersifat kompetitif.

4. Pemenang atau pembeli dalam lelang ditentukan berdasarkan penawaran

tertinggi yang diajukan peserta.

! Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

2 Alia Nusa, Perlindungan Hukum Pemenang Lelang (online) Hak Tanggungan Di KPKNL
Medan Berdasarkan Risalah Lelang Nomor 132 /04/2019, Jurnal Hukum Jurnal Hukum dan
Kemasyarakatan Al-Hikmah, Vol. 3, No. 2,2019, hlm 328



Menurut Pasal 6 dalam Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 1996 mengenai Hak
Tanggungan atas Tanah dan Benda yang Berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut UUHT),
disebutkan bahwa jika debitor gagal memenuhi kewajibannya, pemegang Hak Tanggungan
pertama berhak untuk menjual objek Hak Tanggungan dengan keputusan sendiri. Penjualan
tersebut dilakukan melalui proses pelelangan umum, dan hasil penjualan digunakan untuk
melunasi piutang yang ada. Pemegang hak tanggungan sebagai kreditur memiliki hak untuk
menjual objek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan izin dari
pemberi hak. Selain itu, debitur berhak mendapatkan pelunasan atas piutangnya terlebih dahulu
dari hasil penjualan, sebelum kreditur lainnya. Hal ini diperjelas dalam Pasal 20 ayat (1) huruf
() UUHT, yang menyatakan bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama berhak menjual
objek Hak Tanggungan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6. Berdasarkan hal ini, lelang
eksekusi yang diatur dalam Pasal 6 UUHT yang diselenggarakan oleh KPKNL mengacu pada
prinsip Parate Executie.®

Istilah parate executie secara eksplisit tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Parate executie sering disebut sebagai alat yang siap digunakan. Dalam kamus hukum, parate
executie diartikan sebagai pelaksanaan yang dilakukan langsung tanpa melalui proses
pengadilan atau keputusan hakim. Sementara itu, menurut doktrin hukum, parate executie
merujuk pada kewenangan untuk menjual barang jaminan atas inisiatif sendiri. Artinya, jika
debitur gagal memenuhi kewajibannya, kreditur dapat mengeksekusi jaminan tanpa perlu
persetujuan dari ketua pengadilan, tidak terikat oleh prosedur hukum acara perdata, dan tanpa
melibatkan petugas pengadilan. Dengan demikian, prosedur tersebut lebih sederhana dan biaya

yang dikeluarkan lebih rendah. Penjualan melalui lelang tidak diatur secara khusus dalam

8 Ibid hlm 329



KUHPerdata, tetapi merupakan bagian dari perjanjian yang berada di luar KUHPerdata. Proses
lelang ini diatur oleh ketentuan dalam KUHPerdata mengenai jual beli yang tercantum dalam
Buku 111 tentang Perikatan.*

Untuk menentukan harga limit dalam lelang, diperlukan acuan pada Pasal 36 dari
Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang. Harga
limit objek lelang ditetapkan melalui penilaian dan taksiran yang dilakukan oleh tim penaksir
lelang. Sesuai dengan Pasal 56 ayat (2) PMK Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Lelang, penilai (appraisal) adalah penilai pemerintah pada DJKN atau penilai
publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.® Penaksir yang bertugas untuk
menentukan nilai batas lelang diatur dalam Pasal 56 ayat (3) PMK Nomor 122 Tahun 2023,
yang menyebutkan bahwa penaksir tersebut bisa berasal dari pihak internal Penjual atau pihak
yang ditunjuk oleh Penjual untuk melakukan penaksiran dengan menggunakan metode yang
dapat dipertanggungjawabkan.®

Kegagalan dalam melakukan pembayaran, pelanggaran terhadap janji, atau tindakan
lainnya yang mendorong kreditor untuk melakukan auction terhadap objek hak tanggungan
debitor guna menutupi piutang yang belum dilunasi, sering kali berujung pada pelelangan yang
tidak memenuhi harapan. Pada tahap ini, sering terjadi penawaran harga yang jauh di bawah

batas yang dianggap wajar.’

Pelaksanaan lelang eksekusi menjadi jumlah gugatan yang tinggi. Hal ini muncul

karena pemilik jaminan, meskipun telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar

4 Muhammad Farhan, Wanprestasi Dalam Perjanjian Peningkatan JualBeli Berdasarkan Putusan
Pengdilan Negri Bale Bandung, Jurnal Indonesia Notary Vol.4 No.2, 2010,HIm 1619

5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

6 Ibid.

" Detami Pradikas, Gugatan dalam Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan oleh KPKN, Artikel
Kementrian Keungan Republik Indonesia, https:/www.djkn. kemenkeu.go.id/artik el/baca/12786/Gugatan-
dalam-Pelaksanaan-[ elang-Hak-Tanggungan-oleh-KPKNL.html.diakses diakses pada: 29 Maret 2018




angsuran sesuai dengan jatuh tempo pembayaran, namun tidak menerima ketika propertinya
dilelang. Hal ini menciptakan ketegangan karena pemilik jaminan merasa tidak setuju dengan
proses lelang yang dilakukan, meskipun sebenarnya sudah terjadi pelanggaran kewajiban
pembayaran dari pihak debitor kepada kreditor. Adapun dalam hal ini sering kali tidak
dilakukan atas keinginan pribadi dari pemilik objek, dan terkadang melibatkan pihak lain,

sehingga beberapa pihak tidak ingin proses lelang dilakukan pada objek tersebut®

Masalah tersebut berpotensi merugikan pemilik objek jaminan. Oleh karena itu, banyak
kasus perdata yang berkaitan dengan auction seperti yang tercermin dalam putusan Pengadilan
Negeri Nomor 8/Pdt.G/2020/PN. Lbo. Dalam kasus ini, gugatan diajukan atas dasar tindakan
melawan hukum terkait penetapan harga lelang yang sangat rendah dan tidak mencerminkan

Nilai Jual Objek Pajak yang sesungguhnya.

Pihak penggugat memiliki sebidang tanah dengan seluas 853 M? (delapan ratus lima
puluh tiga meter persegi), SHM. Penggugat mempunyai hubungan Perkawinan dengan
Tergugat III tetanggal 18 Agustus 2008 namun pada tahun 2017 tidak lagi hidup bersama dan
resmi bercerai pada bulan Oktober 2019. Pada tahun 2012 Tergugat III mengajukan Kredit
Modal Kerja dengan mengagunkan sebidang tanah seluas 853 M? (delapan ratus lima puluh
tiga meter persegi), SHM No. 498 atas nama penggugat dan bangunan diatasnya yang terletak
di Jalan Ahmad A. Wahab, Desa Ulapato A. Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo

kepada Tergugat I. Hal tersebut dilakukan guna menjamin pembayaran hutang Perjanjian

8 Na, Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatan Pelaksanaan Lelang di KPKNL, Artikel Kementrian
Keungan Republik Indonesia, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca /5097/Perbuatan-Melawan-Hukum-
dalam-Gugatan-Pelaksanaan-Lelang-di-KPKNL.html , diakses pada: 14 April 2015



https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca%20/5097/Perbuatan-Melawan-Hukum-dalam-Gugatan-Pelaksanaan-Lelang-di-KPKNL.html
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca%20/5097/Perbuatan-Melawan-Hukum-dalam-Gugatan-Pelaksanaan-Lelang-di-KPKNL.html

Kredit Modal kerja kepada Tergugat I, maka Tergugat III menjaminkan sebidang tanah seluas

853 M2 (delapan ratus lima puluh tiga meter persegi), SHM No. 498 atas nama penggugat. °

Bulan Juli tahun 2017 Tergugat III mengalami masalah ekonomi sehingga kesulitan
untuk mengangsur angsuran perbulannya yang besarnya Rp. 14.806.495,- (empat belas juta
delapan ratus enam ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) kepada Tergugat I sehingga
Penggugat pada bulan September 2019 berusaha membayar kewajiban Hutang Tergugat III
kepada Tergugat I sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus rupiah) dan hingga saat ini
Penggugat tidak dapat mengangsur serta tanpa ada pemberitahuan dari Tergugat III maupun
Penggugat tidak pernah menerima teguran-teguran dari Tergugat I, namun pada tanggal 12
Desember 2019 tiba-tiba Penggugat dikagetkan dengan relas panggilan teguran sebagai
Termohon eksekusi atas sebidang tanah seluas 853 M? (delapan ratus lima puluh tiga meter
persegi). Penjualan Lelang sebidang tanah seluas 853 M? (delapan ratus lima puluh tiga meter
persegi), dilakukan berdasarkan Permohonan dari Denden Mulyana/ Relationship Manager
Non Performing Loan (RM NPL) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Cabang Limboto
sesuai Surat Permohonan Lelang Nomor : B.465A/KC-XII/ADK/07/2019 tanggal 23 Juli 2019
dalam hal ini Tergugat I melakukan penjualan lelang agunan tanpa ada pemberitahuan kepada

Penggugat. 1°

Penggugat menganggap bahwa penjualan lelang tidak dilakukan sesuai prosedur dan
tidak sesuai persyaratan pelaksanaan lelang, harga yang terbentuk terlalu rendah atau tidak
realistis sehingga bertentangan dengan kepatutan dan melanggar hak milik Penggugat sebagai

Pemilik yang sah serta bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I untuk

®https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-limboto/kategori / perbuatan-
melawan-hukum-1/tahunjenis/regis/tahun/2020.htmlPutusanNomor:8/Pdt.G /2020/PN Lbo, diakses pada 17
November 2020
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https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-limboto/kategori%20/

mengoptimalkan harga jual lelang sehingga sangat merugikan Penggugat dan bertentangan
dengan kepatutan dalam masyarakat. Harga tanah tersebut apabila dijual seharga
Rp.2.000.000.000.000 (dua milyar rupiah) namun tanah tersebut dijual dengan harga
Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Penggugat merasa dirugikan secara materil dan
imateril, maka penggugat melakukan gugatan tersebut dan pada amar putusan majelis hakim
menyatakan bahwa tindakan penggugat dan tergugat III merupakan wanprestasi namun majelis

hakim mengabulkan sebagian gugatan penggugat.!

Adapun pihak tergugat menganggap lelang tanah tersebut sudah sesuai dengan
ketentuan lelang sehingga bukan termasuk perbuatan melawan hukum dengan merujuk pada
Pasal 17 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Keuangan(selanjutnya disebut PMK) Nomor
27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyatakan, Kewajiban dalam
menetapkan nilai limit sepenuhnya ada pada penjual. Sebagaimana Pasal 44 ayat (4) PMK
27/2016 yang menyebutkan bahwa "Penetapan Nilai Limit sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) bukan menjadi tanggung jawab KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II," maka jelas bahwa
yang bertanggung jawab atas harga limit adalah PT BRI (Persero) Tbk. Cabang Limboto
(dalam hal ini Tergugat I) sebagai Penjual atau Kreditur.!? Berdasarkan penjelasan diatas maka
perlu dilakukan kajian mendalam untuk mengurai permasalahan dan menemukan solusi yang
akan dijabarkan dalam skripsi yang berjudul “Ketidaksesuaian Harga Lelang Pada

Eksekusi Hak Tanggungan (Studi Kasus Putusan Nomor: 8/Pdt.G/2020/PN Lbo)”

W Ibid
12 Ibid



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah

dari penelitian ini adalah:

Bagaimana penentuan nilai limit harga lelang pada eksekusi hak Tanggungan?
Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Lbo
khususnya mengenai ketidaksesuaian Harga Lelang Pada Eksekusi Hak

Tanggungan?

. Bagaimana kedudukan eksekusi hak tanggungan setelah hakim memberikan

putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Lbo?

C. Tujuan Penelitian

1.

2.

3.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan:

Untuk mengetahui dan menganalisis penentuan nilai limit harga lelang pada
eksekusi hak Tanggungan
Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan No.
8/Pdt.G/2020/PN Lbo khususnya mengenai ketidaksesuaian Harga Lelang Pada
Eksekusi Hak Tanggungan
Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan eksekusi hak tanggungan setelah

hakim memberikan Putusan No. 8/Pdt.G/2020/PN Lbo

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi
pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam konteks perjanjian kredit dengan

jaminan Hak Tanggungan. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat



memberikan pemahaman tambahan mengenai hukum lelang, pentingnya
pelaksanaan lelang yang efektif, serta memberikan wawasan terkait
perlindungan hukum dan upaya hukum yang dapat diambil ketika hak
tanggungan dilelang dengan nilai di bawah harga pasar. Sejalan dengan itu,
diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan tambahan bagi

para pembaca dan penulis di bidang hukum.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis
Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wawasan berpikir dalam
menghadapi berbagai persoalan hukum, serta penulis berharap penelitian
ini dapat memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

b. Bagi Pemerintah dalam hal ini pejabat lelang
Dalam melaksanakan lelang, baik Pejabat Lelang Kelas I maupun Notaris
sebagai Pejabat Lelang Kelas II perlu menjadikan pedoman tentang
kewenangan, kewajiban, larangan, dan aturan sebagai acuan dalam
menjalankan tugasnya, agar tidak merugikan pihak lain yang terlibat.

c. Pemilik objek jaminan yang hasil lelangnya memiliki nilai limit lebih
rendah dari harga pasar, sebaiknya berusaha untuk memastikan haknya
terlindungi agar tidak mengalami kerugian selama proses lelang

berlangsung.

E. Ruang Lingkup
Dalam penelitian ini, ruang lingkup dibentuk dengan tujuan untuk mencegah

penyimpangan dan konflik dengan inti permasalahan yang sedang dibahas. Fokus



penelitian ini terpusat pada pengaturan terkait penentuan nilai limit dalam proses
eksekusi hak tanggungan dan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan serta batasanya

pada putusan No. 8/Pdt.G/2020/PN Lbo

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatukegiatan
ilmiah didasarkan kepada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang
bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan
jalan menganalisanya serta melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap
fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahanatas
permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.®® Penelitian yang
dilakukan dalam studi hukum ini merupakan penelitian normatif, yang bertujuan
untuk mengidentifikasi peraturan hukum, prinsip-prinsip, serta doktrin-doktrin
hukum yang relevan guna memberikan solusi terhadap permasalahan hukum
yang muncul.'*

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif untuk
mengidentifikasi keterkaitan antara peraturan perundang-undangan dengan
norma yang berlaku.® Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis
perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik objek jaminan yang

dilelang dengan harga limit yang sangat rendah, bahkan di bawah harga pasar.

13 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum. Cetakan Pertama, Mataram University Press.Mataram,2020,
Him. 56

14 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011 (selanjutnya
disebut Peter Mahmud Marzuki IT), hlm 35.

15 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Prenada Media Group, 2014 (selanjutnya
disebut Peter Mahmud Marzuki III), hlm. 47.
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2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengaplikasikan tiga pendekatan dalam
mengatasi masalah, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan,
pendekatan konseptual, serta pendekatan berbasis kasus.

a. Pendekatan Perundangan-Undangan (statute approach)

Pendekatan melalui aspek perundang-undangan dilakukan dengan cara
menganalisis undang-undang serta peraturan-peraturan yang relevan dengan
masalah hukum yang sedang terjadi.!® Pendekatan konseptual dalam
penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang
diberikan kepada pemilik objek jaminan ketika pelaksanaan lelang dilakukan
dengan nilai limit yang jauh lebih rendah dibandingkan harga pasar.
Penelitian ini juga berfokus pada upaya hukum yang bisa diambil oleh
pemilik objek jaminan yang objeknya dilelang dengan harga limit yang tidak
sesuai dengan harga pasar. Untuk itu, penelitian ini mengacu pada Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan
Benda yang Berkaitan dengan Tanah, serta Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

b. Pendekatan Konseptual (conseptual approach)
Pendekatan konseptual ini bertujuan untuk menggali pemahaman
mengenai pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, melalui kajian terhadap
berbagai pandangan serta doktrin yang dapat menghasilkan pemahaman

mengenai pengertian, konsep, dan asas hukum yang berkaitan dengan isu

16 Ipid, hlm. 133.
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yang tengah dibahas.!” Dalam pendekatan konseptual, eksplorasi dilakukan
guna menggali konsep dan teori yang relevan dalam konteks perlindungan
hukum bagi pemilik objek jaminan, terutama saat pelaksanaan lelang dengan
harga limit yang jauh lebih rendah daripada nilai pasar.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali langkah-langkah hukum yang
bisa dilakukan oleh pemilik objek jaminan ketika objek tersebut dijual
melalui lelang dengan harga limit yang lebih rendah dari nilai pasar. Untuk
menjawab pertanyaan penelitian, konsep-konsep dan teori-teori yang
relevan, seperti perlindungan hukum, lelang, nilai limit, serta upaya hukum

perdata, akan diterapkan.

. Pendekatan Kasus (case approach)

Pendekatan kasus membahas mengenai bagaimana penerapan norma-
norma atau kaidah hukum dilakukan dalam suatu praktik hukum bertujuan
untuk mendapat pandangan mengenai dampak dimensi penormaan dalam
suatu aturan hukum dalam praktik hukum serta menggunakan hasil

analisisnya sebagai tambahan dalam penjelasan hukum®®,

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merujuk pada sumber hukum yang memiliki

kekuatan otoritatif, seperti undang-undang dan keputusan hakim, yang

302

17 Ibid, hlm. 135-136.
18 Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayu Media, 2010, hlm.
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memiliki wewenang dalam menetapkan norma hukum.!® Dalam penelitian

ini, beberapa hukum primer yang akan diterapkan antara lain:

a.

b.

g.
h.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas
Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-
Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Lelang.

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Lbo

Dan seterusnya (dst)

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini, sumber hukum sekunder yang digunakan meliputi

berbagai buku, jurnal hukum, serta putusan pengadilan.?’ Dalam penelitian ini,

bahan hukum sekunder diperoleh dari pedoman buku-buku serta tesis hukum

yang digunakan sebagai referensi.

9 Ibid, him. 181.
20 Jbid,hlm 81
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c¢. Bahan hukum tersier
Bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bahan-
bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia,

kamus (hukum), ensiklopedia, dan lain-lain?!

4. Analisis Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini
adalah menggunakan penelitian kepustakaan (library Research). Studi
kepustakaan adalah pengumpulan sumber-sumber hukum yang tertulis dari
sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Data yang diperoleh dapat
bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi,
publikasi dan hasil penelitian.??

Penulisan ini menggunakan analisis bahan hukum dengan metode
deskriptif, di mana penulis memberikan argumentasi berdasarkan data
penelitian yang diperoleh. Selanjutnya, penulis menilai peristiwa hukum yang
ada dalam penelitian untuk mengevaluasi kesesuaiannya dengan hukum yang

berlaku, dengan tujuan untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang

dibahas dalam penelitian tersebut.

5. Metode Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam hal ini ialah secara deduktif.
Soejono soekanto menjelaskan bahwa metode penelitian dengan menggunakan

metode deduktif yang didasarkan pada hal yang bersifat umum untuk kemudian

2L Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Sinkat, Cetakan ke-
15, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013, him. 1
22 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2005, him 141-169
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ditarik ke hal yang lebih khusus.? Dalam pandangan Philipus M. Hadjon
sebagaimana dijelaskan oleh Marzuki, Metode deduktif dimulai dengan
memberikan premis mayor yang bersifat umum, kemudian diikuti oleh premis

minor yang lebih spesifik, dengan tujuan untuk menarik sebuah kesimpulan.?*

23 Vanya Kurnia, Metode Penelitian Menurut Soejono Soekanto, kompas.com, https:/
/www.kompas.com/skola/read/2022/03/21/070000669/metode-penelitian-sosiologi-menurut-soer;j ono-
soekanto,diakses pada: 21 Maret 2020

24 Peter Mahmud Marzuki II, Op. Cit, hlm 14



https://www.kompas.com/skola/read/2022/03/21/070000669/metode-penelitian-sosiologi-menurut-soerjono-soekanto,diakses
https://www.kompas.com/skola/read/2022/03/21/070000669/metode-penelitian-sosiologi-menurut-soerjono-soekanto,diakses
https://www.kompas.com/skola/read/2022/03/21/070000669/metode-penelitian-sosiologi-menurut-soerjono-soekanto,diakses
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